PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTORDI MASA PANDEMI COVID-19 by Aprilianti, Anti Azizah
 
 
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, 
INSENTIF PAJAK, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK KENDARAAN BERMOTORDI MASA PANDEMI COVID-19 
 
Anti Azizah Aprilianti 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran 
Jalan Japati No. 4 Bandung 40133 
anti19001@mail.unpad.ac.id  
 
Abstact:This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of Taxpayer 
Awareness, Tax Socialization, Tax Incentives, and the e-Samsat System on Motor Vehicle 
Taxpayer Compliance during the Covid-19 pandemic. The research location is the Regional 
Revenue Service Headquarters (P3D) (Samsat Cibinong). The method chosen is using 
quantitative research methods. The number of samples used as many as 400 respondents. The 
method of determining the sample using accidental sampling, which is taking the respondent 
as a sample by chance. The data collection technique is using a questionnaire. Furthermore, 
the analysis technique used is descriptive statistical analysis, validity and reliability test, 
classical assumption test, multiple regression analysis and coefficient of determination.. 
Based on the results of data analysis, it shows that Taxpayer Awareness, Tax Socialization, 
Tax Incentives, and the e-Samsat System simultaneously affect the compliance of motorized 
vehicle taxpayers during the Covid-19 pandemic. However, partially the Tax Incentives and 
e-Samsat System have no effect on motor vehicle taxpayer compliance during the Covid-19 
pandemic. 
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Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh bukti empiris 
mengenaipengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, 
dan Sistem e-Samsatterhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selama 
masa pandemi Covid-19. Lokasi penelitian yakni Kantor Pusat Pelayanan 
Pendapatan Daerah (P3D) (Samsat Cibinong). Metode yang  dipilih yakni 
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 400 responden.Metode penentuan sampel menggunakan accidental 
sampling, yaitu mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan. Teknik 
pengambilan data yakni menggunakan kuesioner. Selanjutnya, Teknik analisis yang 
digunakan ialah analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 
klasik, analsisis regresi berganda dan koefisisen determinasi. Berdasarkan hasil 
analisa data menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, 
Insentif Pajak, dan Sistem e-Samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19. Namun, secara 
parsial Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19. 
 
Kata Kunci: pajak kendaraan bermotor, sistem e-samsat, kepatuhan wajib pajak 





Seluruh dunia terguncang dengan adanya pandemi covid-19. Kejadian 
luarbiasa ini bahkan menyebabkan kematian dimana pada 28 September 2020 
dilaporkan 1.002.036 orang meninggal dunia dari 33.162.930 orang yang dinyatakan 
positif Covid-19 (Safutra, 2020). Covid-19 dapat menyebar ketika seseorang yang  
telah terinfeksi virus covid-19 ini berbicara, batuk ataupun bersin. Kondisi ini 
menyebabkan diperlukannya adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan manusia 
diseluruh negara. Tidak dipungkiri adanya adaptasi kebiasaan yang baru 
menimbulkan dampak bagi berbagai aspek. Mulai dari kesehatan bahkan 
berdampak pada perekonomian. Dampak perekonomian tersebut diakibatkan 
aktivitas bisnis yangmengalami perubahan. Perekonomian global mengalami 
kerugian 12 triliun dolar AS atau dalam rupiah sekitar 168.000 triliun (Online, 2020). 
Di Indonesia, kondisi perekonomian mengalami yang sama.Produk domestik bruto 
(PDB) RI sampai kepada minus 3,49 persenpada tahun 2020 ketika berada pada 
kuartal III (Fauzia, 2020). Imbasnya, penerimaan negara juga akan mengalami 
kontraksi (Sembiring & Sidik, 2020). 
Selain berimbas pada penerimaan negara, pendapatan asli daerah juga 
terkena dampaknya.Pajak daerah juga merasakan dampak akibat adanya pandemi 
covid-19. Pajak daerah merupakan perpindahan atas kepemilikan masyarakat 
berupa kekayaan kepada kas negara yang digunakan oleh pemerintah untuk 
kelancaran operasional pemerintah serta investasi yang dilakukan 
pemerintah(Kurniawan & Azmi, 2019). Di awal pandemi Covid 19, pajak daerah 
khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat mengalami keterpurukan pada 
kurun waktu April-Mei 2020.  Namun, kondisi keterpurukan ini tidak terlalu lama 
di alami karena pada bulan-bulan selanjutnya berproses untuk mengalami 
pemulihan(Sudrajat, 2020). 
Salah satu upaya yang menjadi hal utama dalam peningkatan penerimaan 
pajak ialah Kepatuhan Wajib Pajak. Penerimaan negara sangat didorong dengan 
meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Akibat adanya 
pandemi Covid-19 rasio kepatuhan formal di Indonesia pun mengalami penurunan 
dimana pada 1 Mei 2019rasio kepatuhan sebesar 66%dan pada 1 Mei 2020 menjadi 
57,7% (PajakOnline, 2020). Akibat covid-19 dan ketidakpatuhan wajib pajak, 
Indonesia memiliki dampak yang cukup besar. Diketahui bahwa penerimaan pajak 
pada tahun 2019 saat pandemi merebak hanya mencapai 84,4%(Setiawan, 2020b).  
Berbagai negara di dunia pun menjadikan kepatuhan wajib pajak suatu 
masalah yang perlu diselesaikan (Besley & Persson, 2014). Ketika wajib pajak tidak 
mematuhi ketentuan perpajakan, maka dapat terjadi tindakan-tindakan untuk 
menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan serta menimbulkan kelalaian akan 
pelaksanaan kewajibannya (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Kondisi ini sangat 




tidak diharapkan, karena akan mempengaruhi penerimaan pajak yang sangat 
dibutuhkan untuk kelancaran pembiayaan daerah. 
Penelitian ini akan membahas terkait kepatuhan saat kondisi pandemi. 
Kepatuhan Wajib Pajak ialah kondisi ketika Wajib Pajak dapat melaksanakan apa 
saja yang menjadi tanggungjawabnya sebagai wajib pajak dengan tepat dan sesuai 
dengan aturan-aturan yang berlaku terkait perpajakan (Ilhamsyah et al., 2016). 
Kepatuhan Wajib Pajak dapat mengalami peningkatan akibat adanyaKesadaran 
Wajib Pajak. Seseorang dengan tingkat kesadaran yang tinggi, maka kewajiban 
perpajakan dapat berjalan dengan baik sehingga terjadi peningkatan dalam 
Kepatuhan Wajib Pajak (Yunita et al., 2017). Namun, kesadaran masyarakat di Jawa 
Barat masih rendah. Wajib Pajak di Jawa Barat masih banyak yang belum mematuhi 
pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak kendaraan 
bermotor masih cukup tinggi. Di Jawa Barat, yang menjadi potret dari 
ketidakpatuhan wajib pajak ialah wilayah Kabupaten Bogor dimana kepatuhan akan 
membayar pajak masih tergolong rendah (Setiawan, 2020a). Berikut ini persentase 
ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor P3D Kabupaten Bogor 
(Samsat Cibinong). 
 
Gambar 1. Persentase Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraaan Bermotor 
 
Sumber : Kantor P3D Kabupaten Bogor,2021 
 
Berdasarkan gambar 1 terlihat adanya peningkatan ketidakpatuhan wajib 
pajak sebesar 19,4% ketika masa pandemi Covid-19 terjadi. Kondisi ini 
menyebabkan hilangnya potensi pendapatandi Kabupaten Bogor. Untuk itu, 
pemerintah melakukan berbagai upayaagar terjadi peningkatkan kepatuhan. Salah 
satu upaya yang dilakukan pemerintah agar terjadi peningkatan kepatuhan ialah 
dilakukannya sosialisasi perpajakan. Sehingga sosialisasi menjadi faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan 
informasi kepada seluruh masuarakat agar dapat memahami mengenai ketentuan 
perpajakan(Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan perlu dilaksanakan secara 
optimal agar pentingnya melakukan pembayaran pajak dapat dipahami oleh wajib 
pajak serta paham akan aturan pajak yang berlaku. Apabila sosialisasi perpajakan 
ini tidak dilaksanakan dengan optimal, maka wajib pajak akan lebih sedikit 
menerima informasi dan menimbulkan ketidakpatuhan akibat pemahaman wajib 
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Selain sosialisasi perpajakan, insentif pajak ikut digencarkan dalam upaya 
untuk peningkatan kepatuhan. Insentif pajak ialah upaya lain yang dilakukan untuk 
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Insentif pajak juga dilaksanakan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat. Insentif pajak yang diberikan merupakan pengurangan atau 
pembebasan pajak daerah (Wibowo, 2020). Program insentif pajak di Jawa Barat 
disebut Triple Untung untuk masa pembayaran 2 Maret-30 April 2020 dan 
diperpanjang hingga 31 Juli 2020 serta dilanjutkan program Triple Untung Plus ini 
pada masa pembayaran 1 Agustus 2020 dan berakhir pada 23 Desember 2020. Baik 
program Triple Untung dan Tiple Untung Plus, Wajib Pajak yang menunggak pajak 
dapat terbebas dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perbedaan pada Triple 
untung Plus yakni apabila Wajib Pajak membayar sebelum jatuh tempo, maka akan 
diberikan diskon atau potongan pembayaran(Bogor, 2020). 
Insentif pajak dengan Program Triple Untung diharapkan dapat memberikan 
manfaat kepada khususnya di masa pandemi, agar wajib pajak masih dapat 
membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Kurniati, 2020). 
Penelitian (Ferry & Sri, 2020) menjelaskan bahwa insentif pajak dapat memberikan 
pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak dimana realisasi pemungutan pajak akan 
mengalami peningkatan sehingga target pajak dapat terlampaui. Namun, insentif 
pajak ini masih mengalami pro kontra dimana apabila dilaksanakan insentif terus 
menerus maka dapat menyebabkan dampak psikologis bagi Wajib. Kondisi ini 
memberikan harapan kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan pengulangan 
pemberian insentif tersebut di tahun berikutnya. Hal tersebut dapat cenderung 
menyebabkan ketidakpatuhan (Siregar, 2020). 
Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah yakni ialah diterapkannya sistem 
e-Samsat. E-samsat diluncurkan oleh Bapenda pada tanggal 22 November 2014, 
dimana Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dalam menerapkan 
sistem e-Samsat. Fasilitas e-Samsatmelalui BJB Banking System (ATM)memberikan 
kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan. Selain itu, penerapan sistem e-
Samsat wajib pajak dapat merasa lebih nyaman serta aman sehingga kepatuhan 
dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkat 
(Wardani & Juliansya, 2018). Hal ini mendorong peneliti tertarik melakukan 
pengujian apakah pelayanan pajak secara onlineyakni sistem e-samsat selama masa 
pandemi Covid-19bisa mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. 
Berdasarkan fenomena pada penjelasan diatas, penelitian terkait Kepatuhan 
Wajib Pajak dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya tertarik diteliti oleh 
penulis. Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-
Samsat dijadikan variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya, kantor 
Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Samsat Cibinong) menjadi 
lokasi penelitian yang dipilih. Harapan peneliti dengan dilaksanakannya penelitian 
maka hasil penelitian dapat memberikan informasi, evaluasi, dan perbaikan terkait 












“BerdasarkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandijelaskan bahwa pajak 
merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan dan sesuai 
aturan pada undang-undang serta tidak dapat memperoleh imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” 
 
Pajak Daerah” 
“Pajak daerah diatur bedasarkan peraturan daerah dan wewenang aturan serta 
pelaksanannya berada pada pemerintah daerah. Penjelasan dari (Siahaan, 2013) 
bahwa pemanfaatan pajak daerah digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan 
di daerah serta untuk kelancaran dalam pelaksanaan pemerintahan di 
daerah(Siahaan, 2013).” 
 
Pajak Kendaraan Bermotor” 
“Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerahadalah Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan 
bermotor disebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selanjutnya, kendaraan yang 
dimaksud ialah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang 
digunakan di seluruh jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik atau 
peralatan lainnya.” 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
“Menurut Wahda et al., (2018) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak 
merupakan suatu keadaan dimana seluruh hak dan kewajiban terkait aturan dan 
pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak 
menurut Krisnadeva & Merkusiwati (2020) dalam kaitannya dengan pajak daerah 
artinya taat dan patuh pada setiap pelaksanaan dan ketentuan pajak daerah yang 
ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor menurut (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020)diukur dengan 4 
indikator dan 4 indikator tersebut digunakan dengan skala likert. Item pertanyaan 
dalam penelitian ini terdiri dari 4 buah. 
 
“Kesadaran  Wajib Pajak” 
“Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) kesadaran wajib pajak meliputi 
dorongan yang timbul tanpa adanya desakan dari pihak lainnya untuk membayar 
pajak serta memenuhi kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak telah bersungguh-
sungguh dan berkeinginanuntuk memenuhi kewajiban pajaknya serta memahami 
bahwa pajak pajak merupakan kontribusi wajib pajak dalam setiap peningkatan 
pembangunan daerah artinya wajib pajak telah memiliki kesadaaran(Dharma & 
Suardana, 2014). Kesadaran wajib pajak ini ada dari dalam diri seseorang dengan 
sepenuh hati untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Susilawati & Budiartha, 
2013). Wardani & Rumiyatun (2017) dipilih menjadi indikator dalam mengukur 




Kesadaran Wajib Pajak dengan tiga indikator yang terdiri dari tiga pernyataan yang 
dinilai menggunakan skala likert. 
Kesadaran wajib pajak tampak dari diri sendiri sehingga setiap wajib pajak 
dapat mengerti mengenai pajak tanpa adanya tuntutan dari pihak lain (Ramdani et 
al., 2019). Hal ini disebutkan dalam penelitian Widiastini & Supadmi (2020) bahwa 
kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan Kepatuhan Wajib Pajak, dimana 
ketika kesadaran wajib pajak bertambah, maka kepatuhan juga terus mengalami 
pertumbuhan positif. PenelitianIlhamsyah et al. (2016),Nirajenani & Aryani (2018), 
dan Widiastini & Supadmi (2020) membuktikan  bahwa  kesadaran    wajib  pajak  
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  
tersebut  menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran secara penuh 
dalam dirinya, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya.” 
H1: Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19 
 
“Sosialisasi Perpajakan” 
“Sosialisasi secara umum ialah proses pembelajaran mengenai bagaimana 
menindaklanjuti, memahami dan memikirkan terkait sesuatu hal dimana hal-hal 
tersebut menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam menghasilkan keterlibatan 
sosial yang berhasil(Wardani & Wati, 2018). Menurut (Dharma & Suardana, 
2014)dalam (Barus et al., 2016) sosialisasi perpajakan dilakukan sebagai cara untuk 
memberikan pengertian, penjelasan, dan penguatan kepada wajib pajak yang 
kaitannya dengan perpajakan serta perundang-undangan yang berlaku. Indikator 
Barus et al. (2016) dipilih menjadi indikator dalam mengukur sosialisasi perpajakan 
di penelitian iniyakni dengan lima indikator denganlima pernyataan yang dinilai 
menggunakan skala likert.” 
Sosialisasi Perpajakan perlu dilaksanakan dengan maksimal karena jika tidak, 
maka akan berdampak pada rendahnya pengetahuan wajib pajak dan pelaksanaan 
kewajiban perpajakannya tidak dapat berjalan dengan baik (Ardiyanti & Supadmi, 
2020). PenelitianArdiyanti & Supadmi (2020)menjelaskan bahwa semakin baik 
pelaksaan sosialisasi perpajakan, makakepatuhan juga dapat mengalami 
peningkatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dharma & Suardana (2014), 
Nirajenani & Aryani (2018), Wardani & Wati (2018), dan Wijayanti & Sukartha (2018) 
membuktikan  bahwa  sosialisasi perpajakan  memiliki pengaruh terhadap 
kepatuhan  wajib  pajak.  Ketika sosialisasi perpajakan dilaksanakan secara optimal 
maka wajib pajak tersebut akan lebih mematuhi pelaksanaan kewajiban  pajak  
kendaraan  bermotornya.” 
H2: Sosialisasi Perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19 
 
“Insentif Pajak” 
“Menurut (Apsari, 2012) insentif pajak merupakan fasilitas pajak yang 
diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan. 
Pemerintah memberikan insentif pajak memiliki tujuan yakni memberikan fasilitas 




perpajakan kepada investor agar menarik minat para investor serta memberikan 
kemudahan bagi wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, dalam (Safrina et al., 2020) menjelaskan 
bahwa secara umum terdapat empat macam bentuk insentif pajak yakni 
pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, 
pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Insentif pajak selama masa Covid-
19 yang diberikan oleh Kantor P3D Kabupaten Bogor yakni program Bapenda Jabar 
Triple Untung dan Triple Untung Plus. Indikator yang digunakanLatief et al. (2020) 
dipilih dalam penelitian iniuntuk mengukur insentif pajak yakni dengan lima 
indikator yang terdiri dari empat pernyataan yang dinilai menggunakan skala 
likert.” 
Pemerintah memberikan keringanan terkait kewajiban perpajakan dengan 
memberikan insentif pajak. Insentif pajak dilaksanakan untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak (Ferry & Sri, 2020). Apabila pemerintah memberikan insentif 
pajak, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak juga dapat menjadi lebih beranjak 
positif. Apalagi saat masa pandemi Covid-19 pemerintah memberikan program ini 
untuk meringankan beban masyarakat agar masayarakat masih bisa membayar 
pajak ditengah krisis perekonomian. Latief et al. (2020) menjelaskan insentif pajak 
dapat memberikan stimulandan dorongan terhadap kepatuhannya dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan dan sejalan dengan penelitian ini. Ali et al. (2011), 
Rachmawati & Ramayanti (2016) dan Latief et al. (2020) membuktikan  bahwa  
insentif pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Ketikainsentif pajak 
diberikan, maka wajib pajak dapat terbantu dan mendorong kepatuhan dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakannya.” 
H3: Insentif Pajak  berpengaruh  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19 
 
“Sistem e-Samsat” 
“Sistem e-Samsatialahsistem yang memberikan pelayanan secara online dimana 
pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank di Indonesia sehingga pemabayaran 
pajak dapat dilakukan melalui ATM bank (Winasari, 2020). Tujuan dari adanya 
sistem e-Samsat menurut Wardani & Juliansya (2018)yakni memudahkan ketika 
hendak membayar pajak. Sistem e-Samsat dapat menghemat pengeluaran serta 
proses dalam membayar pajak dapat lebih singkat(Winasari, 2020). Indikator yang 
digunakan menggunakan indikator (Wardani & Juliansya, 2018)yakni dengan lima 
indikator terdiri dari lima pernyataan yang dinilai menggunakan skala likert. 
Selama masa pandemi Covid-19 sistem e-Samsat dapat memudahkan wajib 
pajak dimana saat terjadi pembatasan gerak dalam aktivitas berkegiatan, wajib pajak 
masih bisa melakukan pembayaran pajak. Ketika penerapan sistem e-Samsat ini 
berjalan dengan baik dan optimal maka kepatuhan wajib pajak juga akan 
meningkat.Wardani & Juliansya (2018) menyetujui dari penelitiannya bahwa 
program e-Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 
dimana ketika wajib pajak kualitas pelayanan sangat baik, maka kepatuhan wajib 
pajak dapat terus beranjak naik. Wuryanto et al. (2019),Rachmawati & Ramayanti 




(2016) dan Latief et al. (2020)mendukung hal tersebut dan membuktikan  bahwa  e-
Samsat berpengaruh  pada kepatuhan  wajib  pajak.” 
H4: Sisteme-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 




“Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatifdan dikategorikan ke 
dalam penelitian deskriptif dan verifikatif dimana penelitian yang dilakukan dengan 
tujuan menguji kebenaran dari hasil penelitian sebelumnya (Nasehudin & Gozali, 
2012). Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dimana hanya pada lokasi 
penelitian diKantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 
(Samsat Cibinong) yang berkedudukan di Jl. Raya Jakarta – Bogor Kabupaten Bogor. 
Populasi peneltian ialah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten 
Bogor terhitung Maret 2021 yakni 1.623.325 unit. Penelitian ini menggunakan 
metode accidental samplingdalam menentukan sampel. Sampeldihitung 
menggunakan rumus slovindengan hasil yakni berjumlah 399,9 dan menjadi 400 
karena pembulatan. Metode survei digunakan penulis dalam melakukan 
pengumpulan yakni dengan menggunakan kuesioner. Setiap pernyataan dan 
pernyataan atas setiap jawaban responden dinilai dengan skala likert yang memiliki 
skor 1-5.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 
adalah analisis statistikdeskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, 
analsisis regresi berganda dan koefisisen determinasi dengan menggunakan 
bantuan SPSS versi 20.0. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
 
Y= α + b1X1 + b2X2 + b3X3+b4X4+e 
Keterangan: 
Y =  Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)  
α = Konstanta     
b1…b4 = Koefesien regresi 
X1 = Variabel Independen (Kesadaran Wajib Pajak) 
X2 = Variabel Independen (Sosialisasi Perpajakan) 
X3 = Variabel Independen (Insentif Pajak) 
X4 = Variabel Independen (Sistem e-Samsat) 
e  = error term 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Analisis deskriptif 
Karakteristik Responden 
Dalam penelitian ini terdapat empat karakteristik responden yakni 
berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis kepemilikan kendaraan dan lama kepemilikan 
kedaraan sebagai berikut :” 
 











     Sumber: data diolah, 2021 
 
“Kesimpulan dilihat pada (tabel 1) di atas responden laki-laki 253 orang 
(63,25%) dan perempuan 147 orang (36,75%). Laki-laki menjadi responden paling 
banyak dalam penelitian.” 
 








   Sumber: data diolah, 2021 
 
“Kesimpulan dari tabel di atas (tabel 2) usia responden 17 – 22 tahun yaitu 
sebanyak 53 orang (13,25%), 23 – 27 tahun sebanyak 186 orang (46,50%) dan > 27 
tahun sebanyak 161 orang (40,25%). Rentang usia 23 - 27 tahun artinya responden 
yang paling banyak pada pengumpulan data penelitian.” 
 








       Sumber: data diolah, 2021.    
 
“Kesimpulan dari tabel di atas (tabel 3) jenis kendaraan yang dimiliki ialah 
Roda Dua dan Roda Empat dengan persentasi sebesar 78,5% (294 orang) dan Roda 
Empat 26,5% (106 orang). Roda Dua artinya merupakan unit kendaraan yang paling 

















“Kesimpulan dari tabel di atas (tabel 4) responden memiliki kendaran kurang 
dari 5 tahun terdapat 160 orang (40,00%), 5 - 10 tahun 183 orang (45,75%), dan lebih 
dari 10 tahun 57 orang (14,25%). 5 - 10 tahun artinya merupakan lama kepemilikan 
kendaraan yang paling banyak dimiliki pada pengumpulan data penelitian.” 
 



























“Hasil pengujian validitas korelasi product moment menunjukan bahwa seluruh 
item pernyataan dan pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan valid 
dengan nilai r hitung > nilai r tabel (0,098) dan bernilai positif.” 
 













“Pengujian reliabilitas memberikan hasil bahwa kelima variabel yang diuji 
bersifat reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha dari variabel yang digunakan > 0,60.” 
 
Pengujian Asumsi Klasik 
 
1. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas menggunakan uji statistik non-parametri Kolmogorov-
Smimov (K-S)sebagai berikut : 
 
Pada tabel di atas (tabel 7) diketahui nilaiAsymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,752. 
Nilai 0,752 menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga hasil uji normalitas 
dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. 
 
2. Uji Multikolonieritas 
Pengujian multikolonieritas memberikan hasil terjadi korelasi antar variabel 
dengan keempat variabel nilai VIF nya berada dibawah nilai 10sebagai berikut : 






Pada tabel di atas (tabel 8) diketahui nilaitolerance bagi seluruh variabel 
menunjukkan nilai ≥ 0,10. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Glejser digunakan pada pengujian heteroskedastisitas yang menunjukkan 
tidak terjadi heteroskedastisitassebagai berikut : 











(Constant) .012 .031  .385 .701 
Kesadaran Wajib Pajak (X1) .002 .002 .052 .943 .346 
Sosialisasi Perpajakan (X2) -.002 .001 -.077 -1.291 .197 
Insentif Pajak (X3) .002 .002 .054 .832 .406 
Sistem e-Samsat (X4) .002 .001 .093 1.386 .167 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
Sumber : Penulis (data diolah) 2021 




Pada tabel di atas (tabel 9) diketahui nilai signifikansi dari setiap variabel > 0,05 
dimana variabel Kesadaran Wajib Pajak bernilai 0,346, Sosialisasi Perpajakan bernilai 
0,197, Insentif Pajak bernilai 0,406), dan Sistem e-Samsat bernilai 0,167. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda” 
 
Persamaan regresi linier berganda berdasarkan data yang disajikan pada (tabel 10), 
adalah sebagai berikut:” 
 
“Y = 5,969 + 0,608X1 + 0,154X2 - 0,097X3 + 0,045X4 + e 
 




Kesimpulan tabel di atas yakni nilai signifikansi lebih kecil dari dari 0,05>0,000 
sehingga dapat diketahui bahwa secara simultan variabel yang diambilberpengaruh 














Kesimpulan tabel di atas yakni Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sosialisasi 
Perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai hasil regresi 
lebih kecil dari 0,05 (<0,05) dan secara parsial X1 dan X2 memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan, Insentif Pajak(X3) 
memiliki nilai signifikasi 0,111 dimana nilai tersebut diatas dari 0,05 (>0,05) dan 
Sistem e-samsat (X4) memiliki nilai signifikasi 0,243 yang menunjukkan nilai diatas 
dari 0,05 (>0,05) mengartikan bahwa secara parsial X3 dan X4 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).” 
 
“Uji Koefisien Determinasi” 
 
Kesimpulan dari tabel di atas dengan melihat nilai Adjusted R Square 
menunjukkan nilai 0,362 atau 36,3%. Sehingga variabel X1, X2, X3 dan X4 dapat 
menjelaskan 36,3% pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). 63,8% 




Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa 
pandemi Covid- 19” 
“Hasil pengujian regresi (tabel 12) dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
sebesar 0,000< 0,05. Penemuan ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan selama masa pandemi 




Covid- 19. Jadi dapat disimpulkan bahwa artinya hipotesis diterima. Dharma & 
Suardana (2014), Dewi & Jati (2018), Nirajenani & Aryani (2018), dan Widiastini & 
Supadmi (2020) melakukan penelitian dengan hasil yang sama. Dimana ketika 
terjadi peningkatan Kesadaran Wajib Pajak, maka peningkatan juga terjadi pada 
Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib 
pajak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Dukungan data dari hasil 
jawaban responden dalam penelitian dimana dari ketiga pernyataan terkait 
Kesadaran Wajib Pajak dihitung dan digambarkan pada garis kontinum maka 
menunjukkan nilai 85,11% yang artinya Kesadaran Wajib Pajak selama masa 
pandemi Covid-19 sangat baik. Dari hasil kuisoner menunjukkan 53,25% responden 
menyadari bahwa untuk mendukung adanya pembangunan daerah agar berjalan 
dengan baik, maka Wajib Pajak turut serta andil dalam menjalankan kewajiban 
membayar pajak kendaraan bermotor dengan baik.” 
 
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa 
pandemi Covid- 19” 
“Hasil pengujian regresi (tabel 12) dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
sebesar 0,000< 0,05. Penemuan ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak 
dipengaruhi secara signifikan oleh adanya Sosialisasi Perpajakan yang diberikan 
selama masa pandemi Covid- 19.Jadi dapat disimpulkan bahwa artinya hipotesis 
diterima. Penelitian Dharma & Suardana (2014), Wardani & Wati (2018), dan 
Wijayanti & Sukartha (2018) memiliki hasil yang sejalan yang menjelaskan bahwa 
Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
dimana pemerintah untuk terus mencanangkan sosialisasi pajak serta berkaitan 
dengan pentingnya melakukan pembayaran, fungsi dan manfaat pajak, serta proses 
pembayaran pajak dan aturan yang berlaku, maka kewajiban yang harus 
dilaksanakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan informasi-informasi terkait 
aturan yang berlaku dapat diketahui dengan baik sehingga hal tersebut akan 
membuat wajib pajak mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Begitu juga 
sebaliknya, ketika sosialisasi perpajakan tidak dilakukan secara intensif oleh 
pemerintah, maka dapat membuat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak 
rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 
“Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi 
Covid- 19” 
“Hasil pengujian regresi (tabel 12) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,111 > 
0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi 
secara signifikan oleh adanya insentif pajak yang diberikan selama masa pandemi 
Covid- 19. Artinya dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, dimana 
selama pandemi Covid-19 insentif pajak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana pemberian insentif selama kondisi 
pandemi berjalan sudah cukup baik namun kepatuhan wajib pajak belum mampu 
sepenuhnya ditingkatkan karena insentif pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat 
yang berpenghasilan menengah kebawah. Namun, masyarakat yang mengalami 
kesulitan finansial selama masa pandemi Covid-19 tetap tidak dapat memenuhi 




kewajiban perpajakannya karena lebih memilih memprioritaskan pengeluaran 
lainnya. Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan S. Dewi et al. (2020) 
yang melakukan penelitian dengan hasil bahwa pemberian insentif tidak 
memberikan pengaruh bagi peningkatan atau penurunan kepatuhan wajib pajak 
selama pandemi.” 
 
Pengaruh Sistem e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa 
pandemi Covid- 19 
“Hasil pengujian regresi (tabel 12) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0, 243 > 
0,05. Sistem e-Samsat(X4) pada penelitian ini menunjukan tidak memiliki pengaruh 
pada Kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi Covid- 19. Pengujian regresi 
tersebut menjelaskan hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Kondisi ini 
menunjukkan selama pandemi Covid-19 Kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi 
oleh keberlangsungan adanya Sistem e-Samsat. Susanti (2018) menjelaskan hal yang 
sama dimana Sistem e-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Selanjutnya, hasil penelitian  Saragih et al. (2019) juga menunjukkan bahwa e-
SAMSAT belum menunjukkan manfaat signifikan. E-Samsat dibuat sebagai fasilitas 
untuk mempermudah Wajib Pajak dengan melakukan pembayaran melalui ATM 
bank. Namun, fasilitas diterapkan secara online hanya baru sebagian dan tidak full 
online system. Sehingga membuktikan e-Samsat cukup bermanfaat, namun belum 
dapat digunakan secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib 
Pajak masih harus datang ke Kantor Samsat untuk menukarkan bukti bayar dengan 





“Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan Kepatuhan Wajib Pajak 
dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Insentif Pajak dan Sistem e-
Samsat. Secara parsial, variabel Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19. Sedangkan 
variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19. Untuk hasil pengujian 
koefisien determinasi menunjukkan bahwa 36,2% faktor yang diambil 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.Keterbatasan penelitian yakni dengan 
melakukan penelitian hanya pada wilayah Kabupaten Bogor. Selain itu, fokus 
penelitian dibatasi pada keempat faktor yakni, kesadaran wajib pajak, sosialisasi 
perpajakan, insentif pajak, serta sistem e-Samsat. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada Kantor Pusat 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Samsat Cibinong) dan peneliti 
selanjutnya. Bagi Pihak Samsat Cibinong sebaiknya untuk meningkatkan kesadaran 
wajib pajak dengan pelaksanaan himbauan sadar akan pajak yang dapat berupa 
media serta seminar informatif. Selain itu, sosialisasi perpajakan perlu terus 
ditingkatkan dengan meningkatkan penyebaran terkait aturan dan tata cara 
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